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Pengantar

i   Untuk analisis dalam laporan ini, kabupaten yang ‘mengota’ didefinisikan sebagai kabupaten yang laju urbanisasinya paling tidak 27 persen, atau separuh dari 
angka laju urbanisasi Indonesia pada tahun 2015.

Di Indonesia dan juga di banyak negara 

berkembang, fokus dari kebijakan dan 

kajian perkotaan sering kali berkutat hanya 

pada kota-kota besar. Proses urbanisasi di 

Indonesia umumnya dibayangkan sebagai 

arus perpindahan penduduk dari desa ke kota 

besar untuk mencari penghidupan yang lebih 

layak. Dalam kasus di Jakarta hal ini pernah 

direspon secara negatif dengan menerapkan 

pembatasan bagi pendatang yang tidak memiliki 

perkerjaan, serta wacana untuk memindahkan 

ibu kota ke tempat lain.1,2 Dalam kenyataannya, 

proses transformasi struktural, urbanisasi, dan 

pembangunan ekonomi di Indonesia jauh 

lebih kompleks. Hal ini digambarkan oleh Terry 

McGee bahwa Jawa sebagai kumpulan kawasan 

desakota – yaitu jalinan erat dan utuh antara 

aktivitas ekonomi perdesaan dan perkotaan yang 

tidak dapat dipisahkan oleh batas sederhana 

desa dan kota.3

Di saat urbanisasi Indonesia dan proses 

pembangunan ekonomi terus berkembang 

– separuh wilayah Indonesia saat ini telah 

menjadi perkotaan – wilayah perkotaan di 

luar Jakarta semakin bertumbuh. Selama dua 

puluh tahun terakhir, kota menengah dengan 

jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 

juta telah memberikan sumbangan yang besar 

sebagai pusat-pusat ekonomi.4 Sebagian besar 

pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia 

sekarang terjadi di kota kecil dan menengah; 

dengan jumlah penduduk perkotaan yang 

diperkirakan akan tumbuh sebesar 30,7 juta 

jiwa antara tahun 2010 dan 2025, dimana 85 

persen dari penduduk baru ini akan terserap di 

wilayah perkotaan yang penduduknya kurang 

dari 750.000 jiwa.5 Gejala penting lain adalah 

perkembangan kawasan desakota, sebuah 

fenomena yang digambarkan oleh McGee, 

khususnya di Jawa di mana perusahaan-

perusahaan industri manufaktur berpindah ke 

daerah yang harga tanah dan upah buruhnya 

lebih rendah. Transformasi desa menjadi kota ini 

terjadi pada kawasan yang secara legal formal 

bukan wilayah kota. Pada tahun 2015, sekitar 60 

persen penduduk kota tinggal di luar wilayah 

98 kota de jure – artinya mereka tinggal di 

kawasan pinggiran kota atau wilayah kabupaten 

yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan – 

persentase ini naik terus dari 28 persen di tahun 

1971 menjadi 57 persen di tahun 2010.6

Adanya pertumbuhan wilayah perkotaan 

terutama di kota-kota kecil dan menengah serta 

kota-kota kabupateni menghadapkan Indonesia 

pada tantangan besar untuk menciptakan 

lapangan kerja produktif bagi angkatan 

kerja yang semakin besar. Tantangan “bonus 

demografi” yang telah menjadi permasalahan 

saat ini. Populasi angkatan kerja di Indonesia telah 

tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir, 

dan rasio ketergantungan akan mencapai titik 

terendah pada tahun 2030.7 Indonesia pada 
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saat ini berada pada titik transformasi demografi 

yang sama dengan yang telah dialami negara-

negara maju saat melakukan lompatan besar 

dengan menumbuhkan kelas menengah melalui 

lapangan kerja produktif. 

Kesempatan bonus demografi yang terjadi di 

Indonesia ini bertepatan dengan bertumbuhnya 

kota-kota kecil dan menengah, kawasan ‘rurban’ 

dan peri-urban. Dengan kata lain, wilayah-

wilayah perkotaan di luar kota-kota besar 

Indonesia menjadi garis depan dari beberapa 

tantangan pembangunan terbesar negara ini: 

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, 

menciptakan kesempatan kerja bagi generasi 

muda, serta memanfaatkan potensi produktif 

dari urbanisasi. Kota-kota non-metropolitan – 

ii   Sembilan kota metropolitan Indonesia didefinisikan berdasarkan laporan tahun 2012 untuk Bank Dunia (Ellis, P. (2012)). The Rise of Metropolitan 
Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development in Indonesia. Jakarta: World Bank. Diunduh dari: http://www.worldbank.org/en/news/
feature/2012/08/13/towards-inclusive-and-sustainable-regional-development). Kawasan ini didefinisikan sebagai pusat perkotaan beserta kawasan penyangga 
yang mengelilinginya: Balikpapan/Samarinda, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Medan, Semarang, and Surabaya. 

iii Di dalam grafik ini, metro urban mengacu pada kota (secara legal formal) yang terletak pada sembilan kawasan metropolitan (lihat Catatan kaki 1); non-metro 
urban mengacu pada kota di luar sembilan metropolitan; peri-urban mengacu pada kota-kota kabupaten di kawasan metropolitan; dan rurban mengacu pada 
kota-kota kabupaten di luar kawasan metropolitan. Sebuah kabupaten disebut mengota apabila laju urbanisasinya mencapai paling tidak setengah rata-rata 
Indonesia, yaitu 27 persen berdasarkan angka tahun 2015, di saat angka rata-rata di Indonesia mencapai 54 persen.

yang didefinisikan sebagai kota di luar sembilan 

metropolitan terbesar di Indonesiaii – memiliki 

laju urbanisasi yang lebih besar dari kota-kota 

besar ataupun kawasan pinggirannya (lihat 

Gambar 1).iii Sekitar setengah dari penduduk 

pedesaan berpindah ke kota-kota kecil dan 

menengah ini untuk mencari kesempatan 

belajar; hal ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak remaja Indonesia yang ingin melakukan 

pergerakan ekonomi dan keterampilan kerja 

tertarik ke ibu kota provinsi atau kabupaten, di 

luar kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan 

Medan.8 Sementara itu, wilayah kabupaten  yang 

tumbuh menjadi kawasan perkotaan sekarang 

menjadi karakteristik banyak kawasan di pulau 

terpadat di Indonesia, seperti berkembang pola 

migrasi campuran yang kompleks – perpindahan 

Gambar 1
Migrasi Pemuda (15-29) Masuk dan Keluar pada berbagai Kategori Geografi di 
Indonesiaiii, 2015
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penduduk kota ke wilayah suburban dan peri-

urban, migrasi sirkuler (circular migration) antara 

pedesaan dan pemukiman ‘rurban’ pekerja pabrik, 

serta meningkatnya arus penglaju pada berbagai 

pergerakan. 

Beragamnya pemukiman perkotaan – dari 

kota kecil sampai kabupaten peri-urban – 

menggambarkan berbagai macam kesempatan 

serta risiko bagi kaum muda yang mencari 

penghasilan di perkotaan. Pada sisi lain, data 

menunjukkan bahwa kawasan ini adalah pusat 

tumbuhnya kegiatan kewirausahaan: 3,7 persen 

pekerja muda (usia 15-29 tahun) di kota kecil 

dan 6,1 persen di kabupaten kota adalah pemilik 

usaha yang paling tidak mempekerjakan satu 

orang pekerja, dibandingkan dengan angka 

hanya 3,1 persen di kota besar. Namun, sejumlah 

besar kaum muda bekerja di sektor marginal 

atau tanpa perlindungan. Hampir 17 persen dari 

pekerja muda di kota non-metropolitan dan 39,6 

persen di kabupaten kota adalah pekerja mandiri, 

tanpa gaji formal atau serabutan; sementara 

di kota besar angkanya hanya mencapai 11,4 

persen.9 

Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan 

peluang urbanisasi dan transformasi 

demografis ini bergantung dari kemampuannya 

memajukan pengembangan ekonomi lokal 

dan penciptaan lapangan kerja di kota-kota 

kecil dan wilayah kabupaten yang tumbuh 

menjadi kawasan perkotaan. Usaha ini juga 

termasuk mengembangkan potensi para pekerja 

migran muda yang sedang mencari pendidikan 

dan keahlian, serta menciptakan iklim bagi 

bertumbuhnya usaha skala kecil dan menengah. 

Ringkasan kebijakan ini berfokus pada sebuah 

kabupaten di Jawa Tengah – Kabupaten 

Semarang – yang telah mengalami pertumbuhan 

dan urbanisasi pesat selama dua dekade 

terakhir. Bagian pertama laporan ini akan 

menggunakan data sekunder untuk menjelaskan 

konteks Kabupaten Semarang – termasuk 

perkembangannya dan kondisi ekonomi 

lokal terakhir. Bagian kedua laporan akan 

menunjukkan temuan-temuan dari primer data 

yang dikumpulkan pada tahun 2017 dan 2018, 

dan pada bagian terakhir laporan memberikan 

rekomendasi kebijakan untuk pengembangan 

potensi pertumbuhan kabupaten sebagai pusat 

pergerakan sosial dan ekonomi di Jawa Tengah. 

Konteks Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan bagian dari 

Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian selatan 

Kota Semarang pada jalur pergerakan regional 

yang padat antara kota Semarang dan Surakarta 

(Solo) dan Yogyakarta – pusat-pusat perkotaan 

lain di sekitar Kabupaten Semarang. Wilayah yang 

berkembang menjadi perkotaan dari kabupaten 

ini umumnya terkonsentrasi di sepanjang koridor 
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jalan regional ini. Namun, kurang satu kilometer 

dari jalan utama tersebut, kepadatan penduduk 

langsung turun, meskipun kondisi ini secara 

perlahan berubah saat urbanisasi mulai masuk 

semakin dalam ke wilayah yang semula masih 

merupakan perdesaan.

Kabupaten ini pada mulanya berbasis pertanian 

dan bergantung pada Kota Semarang untuk 

layanan administrasi dan aktivitas ekonomi non-

pertanian. Namun, selama dua dekade terakhir, 

pertumbuhan industri padat karya yang pesat di 

kabupaten ini telah mendorong perkembangan 

pola urbanisasi dan ekspansi yang lebih otonom. 

Meskipun pelabuhan di Kota Semarang tetap 

penting bagi industri berorientasi ekspor di sini, 

Kabupaten Semarang sekarang telah mempunyai 

dinamika ekonominya sendiri. Pertumbuhan 

kabupaten ini telah meningkatkan jumlah jasa 

pelayanan perkotaan dan penggunaan lahan 

komersial. Akibatnya, bursa tenaga kerja juga 

berubah, dengan lebih banyak rumah tangga 

yang beralih mata pencahariannya dari pertanian 

ke industri atau pekerjaan lain yang berbasis jasa. 

Pola pertumbuhan industri di kabupaten ini 

adalah bagian dari restrukturisasi ekonomi yang 

lebih luas di Indonesia. Meskipun aktivitas industri 

berorientasi ekspor secara tradisional tersebar di 

daerah Jabodetabek, naiknya harga lahan dan 

Gambar 2
Jawa Tengah, Wilayah Desa dan Kota

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Indonesia
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upah buruh telah membuat para pengusaha 

mencari tempat lain untuk menurunkan biaya 

produksi mereka. Wilayah seperti Kabupaten 

Semarang – dengan tenaga buruh berlimpah, 

upah minimum yang relatif rendah,  dan harga 

tanah yang lebih murah – telah mengalihkan 

orientasi lokasi usaha perusahaan manufaktur 

yang mengandalkan usaha padat karya berbiaya 

rendah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018, 

upah minimum di Kabupaten Tangerang, wilayah 

industri di luar Jakarta, adalah sekitar Rp3,56 juta 

(US$ 242) per bulan,10 sedangkan di Kabupaten 

Semarang masih berada pada angka Rp1,9 juta 

(US$ 129) per bulan.11 Restrukturisasi wilayah 

banyak terbantu oleh investasi infrastruktur 

besar-besaran oleh pemerintah dalam bentuk 

jalan dan pelabuhan, dan oleh pemerintah daerah 

seperti Kabupaten Semarang, hal ini mendorong 

iklim usaha yang lebih kondusif. Terlebih lagi, 

kuatnya gerakan buruh di Jawa Barat – provinsi 

di selatan dan timur Jakarta, yang menjadi pusat 

industri sejak dulu – telah menjadi anugerah 

bagi pertumbuhan dan investasi di Kabupaten 

Semarang dan wilayah lain di Jawa Tengah yang 

relatif lebih tenang.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang 

telah meningkatkan permintaan tenaga kerja 

di sektor seperti industri garmen. Buruh yang 

bekerja di sektor ini berasal dari wilayah setempat, 

maupun pendatang dari kawasan sekitarnya—

baik yang datang untuk tinggal dan bekerja 

dengan potensi untuk menetap, ataupun yang 

menjadi penglaju setiap hari. 

GEOGRAFI

Kabupaten Semarang berbatasan dengan 

delapan kabupaten/kota, termasuk Kota Salatiga 

Gambar 3
Peta Administratif Kabupaten Semarang
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Gambar 4a 
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Semarang 
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Gambar 4b
Pertumbuhan Penduduk Rata-Rata Per Tahun (%) Per Kecamatan di Kabupaten 
Semarang, 2010-2016
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yang berada di dalam Kabupaten Semarang. 

Batas-batas administratif dari kabupaten ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.

Total wilayah Kabupaten Semarang terbentang 

seluas sekitar 950,21 kilometer persegi—sekitar 

35 persen lebih luas dari daratan Singapura. 

Kabupaten ini terbagi atas 19 kecamatan dan 

235 desa/kelurahan, meliputi 1.565 Rukun Warga 

(RW) dan 6.628 Rukun Tetangga (RT). 

DEMOGRAFI

Penduduk di Kabupaten Semarang berjumlah 

hampir 1 juta jiwa (lihat Gambar 3), dan sekitar 

4 dari 10 penduduk bertempat tinggal di 

kawasan perkotaan di koridor jalan regional. 

Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk 

di kabupaten ini cukup besar meskipun tidak 

ada ledakan; antara tahun 2010 sampai 2016, 

pertumbuhan penduduk rata-rata di kabupaten 

ini adalah 1,4 persen per tahun.12 Namun, 

distribusi pertumbuhan penting untuk menjadi 

catatan: beberapa kecamatan yang mengalami 

dengan industrialisasi dan urbanisasi pesat 

mengalami pertambahan penduduk terbesar. 

Kecamatan-kecamatan ini meliputi Bawen, 

Pringapus, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur 

Gambar 5
Distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Semarang, 2015
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Gambar 6
Migrasi Masuk dan Keluar di Kabupaten Semarang per Kecamatan, 2015

Pabelan

Bringin

Pringapus

Ungaran
Timur

Ungaran
Barat

Bandungan

Ambarawa

Bawen

Bergas

Somowono

Jambu

Banyubiru

Getasan
Tengaran

Suruh

Susukan

Kaliwungu

Bancak

Tuntang

100-300
301-400
401-700
701-1000
>1000

100 to 300
301 to 400
401 to 700
701 to -1000
> 1000

Migrasi Masuk Migrasi Keluar

Megalang 
Regency

Boyolali
Regency

Salatiga
City

Grobogan
Regency

Demak
Regency

Semarang 
City

Kendal
Regency

Temanggung
Regency

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

JustJobs Network | CENTRE FOR POLICY RESEARCH8



(lihat Gambar 4). Dengan fungsi sebagai pusat 

fasilitas dan aktivitas perkotaan, Kecamatan 

Ambarawa, Ungaran Barat dan Ungaran Timur 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi di 

kabupaten ini, sementara Kecamatan Bergas dan 

Tengaran memiliki kepadatan yang cukup tinggi 

karena pertumbuhan aktivitas industri (Gambar 

5).  

Sementara itu, Bawen, Berkas, Pringapus, 

Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bawen dan 

Tengaran merupakan kecamatan yang 

mengalami pertumbuhan populasi tahunan rata-

rata tertinggi  (Gambar 4). 

MIGRASI

Kabupaten Semarang mengalami laju migrasi 

keluar dan masuk yang tinggi (Gambar 6). Pada 

tahun 2015, ada 10.541 migrasi masuk dan 9.220 

migrasi keluar. Fenomena ini terjadi karena 

banyaknya percampuran kawasan perdesaan 

dan perkotaan di kabupaten ini. Migrasi masuk 

terbesar terdapat di kecamatan Ungaran Barat, 

yang berfungsi sebagai pusat kota kabupaten ini 

dan menjadi pusat administrasi pemerintahan 

daerah. Setelah itu, menyusul kecamatan Bawen, 

Ambarawa, Tuntang dan Bergas; dimana wilayah-

wilayah ini adalah tempat pertumbuhan industri 

yang pesat. Sementara itu, kecamatan Suruh, 

Bandungan, Pringapus dan Susukan mengalami 

migrasi keluar lebih besar daripada migrasi 

masuk. Semua kecamatan tersebut memiliki 

ekonomi berbasis pertanian. 

Meskipun daerah yang mengalami industrialisasi 

mengalami laju migrasi masuk yang tinggi, daerah 

Gambar 7 
Distribusi Umur di Kabupaten Semarang, 2016
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tersebut juga mengalami migrasi keluar yang 

besar, yang yang mengindikasikan pekerja yang 

datang untuk bekerja di pabrik pada akhirnya 

akan pindah keluar lagi. Indikasi migrasi ini serta 

hal terkait lainnya akan didiskusikan secara lebih 

detail dalam laporan ini.

UMUR DAN JENIS KELAMIN 

Terdapat 68,45% persen penduduk Kabupaten 

Semarang yang berada dalam rentang usia 

produktif (15-64 tahun), dengan sekitar 16,44 

persen dari jumlah penduduk berada dalam 

kelompok usia 15-19 dan 20-24  (Gambar 7), 

sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 

(17,06 persen).13 Banyaknya penduduk usia 

muda di kabupaten ini menunjukkan pengaruh 

pertumbuhan lapangan kerja dalam sektor 

industri terhadap kondisi demografi, dimana 

sebagian besar buruh pabrik adalah penduduk 

yang berusia muda.

Hal yang sama terjadi pada distribusi tenaga kerja 

berdasar jenis kelamin di Kabupaten Semarang 

yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pesat 

industri garmen—merupakan sektor yang lebih 

berorientasi dengan pekerja perempuan. Dalam 

industri ini, perempuan berperan 66 persen dari 

total tenaga kerja (Gambar 8). Tidak mengejutkan 

bahwa kesenjangan perbandingan jenis kelamin 

terbesar ada pada rentang usia di mana terdapat 

buruh pabrik terbanyak pada usia 15-29 tahun. 

EKONOMI

Seperti yang telah didiskusikan, sektor industri di 

Kabupaten Semarang telah menjadi penggerak 

ekonomi lokal. Meskipun kehadiran industri besar 

Gambar 8
Bagan Buruh Kabupaten Semarang, 2016

Pertanian & Kehutanan
Pertambangan & Penggalian
Konstruksi
Industri Pemrosesan
Pasokan air, gas, listrik dan utilitas lainnya
Perdagangan dan Akomodasi
Transportasi dan Pergudangan
Jasa Sosial dan Individu
Jasa Profesional
Jasa Lain-lain

Laki-Laki Permpuan

Catatan: Layanan profesional termasuk informasi dan komunikasi, lembaga keuangan, real estate & perusahaan leasing

Sumber: Statistik Kabupaten Semarang, 2016
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Gambar 9
Komposisi Sektor Industri di Kabupaten Semarang, 2016
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Gambar 10
Rata-rata Pertumbuhan PDB Per Tahun (%) Kabupaten Semarang, 2010-15

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

30.0

Rata-rata Tahunan PDP (million rupiah)Tingkat pertumbuhan PDB rata-rata (%)

Perta
nian

Perta
mbangan dan Penggalia

n

Konstr
uksi

Industr
i p

emro
se

sa
n

Perh
otelan dan Resto

ran

Layanan pendidikan

Administ
rasi p

emerin
tahan

Layanan so
sia

l d
an kese

hatan

Gro
sir

 dan rit
el

Transp
orta

si d
an Perg

udangan

Ja
sa

 Pro
fesio

nal

Ja
sa

 Lain-la
in

Paso
kan Air, 

Gas,

List
rik

 dan U
tili

tas L
ainnya

Pe
rs

en
ta

se
 (%

)

M
ill

io
n 

Ru
pi

ah
 

Catatan:  Layanan profesional termasuk informasi dan komunikasi, lembaga keuangan, real estate & perusahaan 
leasing

Sumber: Statistik Kabupaten Semarang, 2010-2015
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memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, 

kontribusi industri kecil dan menengah juga 

berperan cukup penting.

Daerah industri di Kabupaten Semarang 

telah berkembang sejak tahun 1990an, tetapi 

pertumbuhannya menjadi sangat cepat 

beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2010 dan 

2014, Kecamatan Tengaran, Bawen, Tuntang, dan 

Ungaran Timur telah mengalami pertumbuhan 

jumlah usaha lebih dari 200 persen, dan 644 

hektare wilayah (6,44 kilometer persegi) dari 

seluruh wilayah kabupaten secara resmi telah 

ditetapkan sebagai zona industri14. Meskipun 

industri pakaian dan aksesori masih mendominasi 

sektor manufaktur, industri pengolahan makanan 

dan minuman, furnitur, dan plastik juga mulai 

banyak berkembang di kabupaten ini (lihat 

Gambar 9). Sampai tahun 2015, sektor industri 

menyumbang 40 persen PDB—menjadikannya 

sebagai penyumbang terbesar ekonomi daerah 

(BPS Kabupaten Semarang, 2016). Sektor 

konstruksi menduduki peringkat kedua dan 

pertanian pada peringkat ketiga, tetapi kedua 

sektor ini masing-masing hanya menyumbang 

sekitar sepertiga dibandingkan PDB sektor 

industri (Gambar 10). 

Pada tahun 2017, lokasi perusahaan industri besar 

dan menengah terkonsentrasi di kecamatan 

Bergas (35,6 persen), Tengaran (14,3 persen), 

Ungaran Timur (10 persen), Bawen (11,2 persen), 

Pringapus (10 persen), dan Ungaran Barat (4,3 

persen)15—semua kegiatan usaha ini berada di 

sepanjang jalur utama yang melintas ke selatan 

dari Kota Semarang menuju Surakarta dan 

Yogyakarta. Sedangkan unit usaha industri kecil 

lebih tersebar di seluruh wilayah kabupaten. 

Gambar 11 menunjukkan sebaran dan 

Gambar 11
Distribusi Pertumbuhan Industri di Kabupaten Semarang
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Gambar 12
Rata-rata Pangsa Tenaga Kerja Per Tahun di Kabupaten Semarang
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Sumber: Statistik Kabupaten Semarang, 2016 (Data tahun 2015)

pertumbuhan aktivitas industri dari tahun 1997 

sampai 2017.

Dengan kegiatan industrialisasi yang 

terkonsentrasi di jalur utama infrastruktur 

transportasi, dan banyaknya wilayah pedesaan 

di kabupaten, sektor pertanian masih menjadi 

penyedia lapangan kerja terbesar bagi penduduk. 

Adapun, kegiatan di sektor industri juga 

memberikan peran signifikan dalam penyediaan 

lapangan kerja (lihat Gambar 12). Sebagaimana 

akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam 

laporan ini, perkembangan industri telah 

memicu aktivitas ekonomi pendukung baru bagi 

daerah sekitarnya, seperti tempat tinggal untuk 

pekerja, kantin/rumah makan, toko, dan layanan 

transportasi.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Bersamaan dengan tumbuhnya industri dalam 

dekade terakhir, pendapatan rumah tangga 

di Kabupaten Semarang juga mengalami 

peningkatan, persentase penduduk yang berada 

di bawah garis kemiskinan menurun, dan IPM 

telah meningkat (lihat Gambar 13 & 14). Secara 

umum, dimana indikator-indikator ini mendekati 

angka rata-rata provinsi secara keseluruhan. 

IPM rata-rata untuk provinsi naik dari 66,1 ke 

70,5 antara tahun 2010 sampai 2017, sementara 

untuk Kabupaten Semarang naik dari 69,6 ke 

73,2. Angka kemiskinan provinsi juga mengalami 

penurunan sebanyak 14,69 persen pada periode 

yang sama, dan 18,63 persen untuk Kabupaten 

Semarang.16 Tren ini mengindikasikan bahwa 

Kabupaten Semarang mengikuti perkembangan 
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Gambar 13
Indeks Pembangunan Manusia
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Tabel 1 
Angka IPM

Tahun	

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Magelang 63.28 64.16 64.75 65.86 66.35 67.13 67.85 68.39

Boyolali 68.76 69.14 69.51 69.81 70.34 71.74 72.18 72.64

Grobogan 64.56 65.41 66.39 67.43 67.77 68.05 68.52 68.87

Semarang 
Regency 69.58 70.35 70.88 71.29 71.65 71.89 72.4 73.2

Temanggung 63.08 64.14 64.91 65.52 65.97 67.07 67.6 68.34

Kendal 66.23 66.96 67.55 67.98 68.46 69.57 70.11 70.62

Magelang 
City 73.99 74.47 75 75.29 75.79 76.39 77.16 77.84

Salatiga 
City 78.35 78.76 79.1 79.37 79.98 80.96 81.14 81.68

Semarang
 City 76.96 77.58 78.04 78.68 79.24 80.23 81.19 82.01

Jawa Tengah 
Province 66.08 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98 70.52

Sumber: Statistik Kabupaten Semarang, 2010-2017
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Gambar 14
Perubahan Laju Kemiskinan di Kabupaten Semarang
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Sumber: Statistik Kabupaten Semarang, 2010-2017

konteks wilayah Jawa Tengah yang lebih luas dari 

sisi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, 

walaupun secara historis sebelumnya adalah 

kabupaten yang paling tertinggal.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Semarang 

mencerminkan kondisi aktivitas industri 

yang berada di sana. Dibandingkan dengan 

tetangganya, Kabupaten Magelang, kabupaten 

ini memiliki persentase lulusan SMA yang lebih 

besar yaitu 21,6 persen, sedangkan kabupaten 

Magelang hanya 13,4 persen. Namun, kedua 

kabupaten ini memiliki persentase penduduk 

lulusan perguruan tinggi yang kurang lebih sama 

– 4,2 persen di Kabupaten Semarang dan 3,4 

persen di Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa, 

meskipun bursa tenaga kerja di Kabupaten 

Semarang memberi insentif bagi lulusan SMA 

– sehingga meningkatkan kesempatan mereka 

mengakses pekerjaan di industri – tawaran kerja 

untuk lulusan perguruan tinggi tidak banyak 

tersedia. 

Selain itu, kemungkinan karena besarnya jumlah 

pekerja yang kurang berpendidikan di kabupaten 

Magelang (lihat Gambar 15), upah minimum di 

daerah ini lebih rendah dibandingkan dengan 

Kabupaten Semarang, kecuali pada tahun 2014-

2015 dan 2017-2018. Ada tren yang menarik 

di Kabupaten Semarang, yaitu turunnya 

pertumbuhan upah minimum setelah tahun 

2015-2016. Pertambahan upah minimum yang 

konstan sampai tahun 2015-2016 mungkin 

menarik banyak pekerja berkeahlian rendah, 

sehingga menyebabkan pasokan berlebih.

Perkembangan sektor industri telah meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Kabupaten Semarang. 
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Gambar 15
Distribusi (%) Tingkat Pendidikan Berdasarkan Ijazah Tertinggi, 2017
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Gambar 16
Pertumbuhan Upah Minimum (%) Kabupaten Semarang vs Magelang
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Hal terlihat dari jumlah keluarga pra-sejahtera 

yang sebagian besar tinggal di kecamatan 

yang tidak berkembang industrinya, sementara 

jumlah keluarga dalam kategori sejahtera paling 

banyak berada di Kecamatan Bergas-kecamatan 

dengan perkembangan industri yang tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa aktivitas industri secara 

langsung dan tidak langsung berpengaruh pada 

tingkat kesejahteraan penduduk.

Meskipun pemerintah telah 
menerapkan serangkaian kebijakan 
untuk mendorong sektor industri, 
masih ada beberapa tantangan yang 
perlu diperhatikan. Antara lain adalah 
belum adanya kebijakan pemerintah 
yang berkaitan dengan dukungan 
layanan bagi pekerja industri.

PEMERINTAHAN

Dengan tumbuhnya ekonomi formal, 

pendapatan daerah telah meningkat secara 

signifikan. Pada tahun 2015, pendapatan daerah 

mencapai Rp1,677 miliar (US$ 125.140)—

meningkat 9,7 persen dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya17. Porsi terbesar pendapatan 

ini adalah dana perimbangan (56,8 persen), 

pendapatan asli daerah 16,6 persen, dan sisanya 

berasal dari sumber pendapatan daerah lain.18

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah 

Kabupaten Semarang mendapatkan evaluasi 

positif dari pemerintah pusa, yaitu menduduki 

peringkat 28 dari sekitar 500 kota dan kabupaten 

pada tahun 2018.19 

Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, 

proses perencanaan dan pembangunan di 

Kabupaten Semarang dilaksanakan melalui 

proses Musrenbang (musyawarah perencanaan 

pembangunan). Evaluasi terhadap proyek yang 

dianggarkan melalui Musrenbang adalah salah 

satu cara menilai kapasitas pemerintahan. 

Pada tahun 2015, 1.253 proyek pembangunan 

yang dianggarkan melalui Musrenbang dapat 

diimplementasika, atau 73 persen dari target 

yang diharapkan. Angka kehadiran perwakilan 

kelompok masyarakat dalam Musrenbang 

terakhir adalah 85 persen.20

Musrenbang menggarisbawahi lima prioritas 

untuk kabupaten yaitu: 1) peningkatan kualitas 

sumber daya manusia; 2) pengembangan produk 

lokal yang kompetitif, 3) peningkatan tata kelola 

pemerintahan, 4) penyediaan infrastruktur daerah 

yang adil dan merata, dan 5) pembangunan 

sosial melalui partisipasi masyarakat, kesetaraan 

gender, dan perlindungan anak. 

Meskipun pemerintah telah menerapkan 

serangkaian kebijakan untuk mendorong sektor 

industri, masih ada beberapa tantangan yang 

perlu diperhatikan. Antara lain adalah belum 

adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan 

dengan dukungan layanan bagi pekerja industri. 

Selain itu, porsi besar pendapatan pajak yang 

diperoleh dari pembangunan industri masih 

masuk ke anggaran pemerintah pusat, dan belum 

dapat diserahkan pada tingkat lokal. 
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Migrasi, Pekerjaan, dan Kehidupan di Kabupaten 
Semarang:  Temuan dari Data Primer

iv  Dalam laporan ini, “migran” mengacu pada mereka yang sudah pindah pada usia 15 tahun atau lebih. Kami mengadopsi definisi ini untuk para migran yang 
pindah karena kemauan sendiri, karena 15 tahun adalah usia standar di mana orang muda mulai dihitung sebagai bagian dari usia produktif.

Survei kajian ini telah dilakukan pada tahun 

2017 dan 2018 terhadap 446 pekerja muda (usia 

15-29) yang tinggal di Kabupaten Semarang 

dan 51 pekerja muda penglaju ke Kabupaten 

Semarang, yang diikuti dengan wawancara 

kualitatif mendalam dan diskusi kelompok 

dengan pekerja muda, pemilik usaha, dan 

organisasi kemasyarakatan. Secara keseluruhan, 

data ini memberikan informasi penting tentang 

siapa saja yang datang ke Kabupaten Semarang 

untuk bekerja, apa yang mereka alami dalam 

bursa tenaga kerja, dan bagaimana hubungan 

mereka dengan tempat ini. Bagian ini kita akan 

mengupas tiga hal ini, serta mengidentifikasi 

keterkaitan satu sama lain, serta merumuskan 

permasalahan penting bagi para pengambil 

keputusan mengenai peran positif yang 

diperlukan bagi Kabupaten Semarang dalam 

menciptakan kesempatan bagi generasi muda, 

khususnya para pekerja migran.

SIAPA SAJA YANG DATANG KE KABUPATEN 
SEMARANG UNTUK BERUSAHA?

Para migran ke Kabupaten Semarang hampir 

semuanya adalah dari suku Jawa, dan sebagian 

besar berasal dari Jawa Tengah. Dari data, hanya 

4,47 persen dari migran yang disurvei berasal dari 

luar provinsi. Hal ini mencerminkan sebuah tren 

yang lebih luas di Indonesia, di mana wilayah peri-

urban kota kecil umumnya menarik pendatang 

dari wilayah regional daripada secara nasional.

Seperti yang digambarkan di atas, Kabupaten 

Semarang berada di perbatasan antara kawasan 

perdesaan dan perkotaan – karena lokasinya yang 

berada di pinggiran kota Semarang dan posisinya 

yang strategis karena dilewati jalan regional 

lintas provinsi yang menghubungkan Semarang 

ke Surakarta dan Yogyakarta. Letak geografis ini 

tidak hanya melahirkan pola urbanisasi desakota, 

tetapi juga membentuk sifat migrasi masuk dan 

keluar kabupaten, khususnya, untuk para migran 

yang datang dari bauran lokasi perdesaan, 

perkotaan, dan wilayah ‘rurban’. 

Letak geografis ini tidak hanya 
melahirkan pola urbanisasi desakota, 
tetapi juga membentuk sifat migrasi 
masuk dan keluar kabupaten, 
khususnya, untuk para migran yang 
datang dari bauran lokasi perdesaan, 
perkotaan, dan wilayah ‘rurban’. 

Di sisi lain, Kabupaten Semarang merupakan 

salah satu contoh luasnya aglomerasi yang 

mengikuti suburbanisasi – bersama-sama dengan 

migrasi dan pola penglaju. Dari responden yang 

bermigrasi ke Kabupaten Semarang pada usia 15 

tahun atau lebih,iv seperempat di antaranya lahir 

di Kota Semarang. Dari responden yang penglaju 

– yang tinggal di luar Kabupaten Semarang 

tetapi melaju dari kabupaten atau kota lain – 80,4 

persen tinggal di Kota Semarang. Data sekunder 
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mengonfirmasi bahwa prevalensi penglaju ke 

arah sebaliknya – dari kabupaten ke kota – lebih 

besar21. Angka ini menggarisbawahi kuatnya 

ikatan ekonomi dan bursa tenaga kerja antara 

Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. 

Meskipun demikian, migrasi masuk ke Kabupaten 

Semarang juga memiliki banyak bentuk yang 

lain. Lebih dari 40 persen pekerja migran muda 

yang disurvei di kabupaten ini berasal dari 

daerah kabupaten “rurban” seperti Magelang, 

Boyolali, Pati dan Kendal – artinya kabupaten lain, 

seperti Kabupaten Semarang, mulai mengalami 

urbanisasi yang menjadi tempat pembauran 

aktivitas desa dan kota.v Hanya sekitar 28,1 persen 

dari pekerja migran berasal dari kabupaten 

pedesaan, dengan angka tertinggi berasal dari 

kabupaten Grobogan dan Temanggung. 

Berlawanan dengan migrasi intern yang banyak 

dipahami selama ini– sebagai perpindahan 

dari desa ke kota – jalur yang ditempuh migran 

ke Kabupaten Semarang adalah campuran 

dari perpindahan dari wilayah desa-ke-rurban, 

rurban-ke-rurban, dan kota-ke-rurban. Salah 

satu implikasi besar dari pola migrasi ini adalah 

perbedaan antara wilayah asal dan tujuan 

pada indikator kunci pembangunan sosial dan 

ekonomi ternyata menjadi tidak terlalu penting. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten 

Semarang terletak pada wilayah geografi yang 

indeks pembangunan manusianya relatif tinggi – 

tanpa perbedaan mencolok antara wilayah desa, 

‘rurban’, dan kota. Yang membedakan Kabupaten 

Semarang adalah banyaknya perusahaan 

v  Kabupaten “rurban” didefinisikan sebagai kabupaten yang mengalami laju urbanisasi lebih dari 27 persen – yaitu setengah dari laju urbanisasi Indonesia secara 
keseluruhan. 

manufaktur padat karya, yang menawarkan 

pekerjaan resmi yang biasanya membayar upah 

minimum yang diwajibkan. Selain itu, Kabupaten 

Semarang juga menawarkan luasnya wilayah 

suburban yang menarik bagi mereka yang berasal 

dari Kota Semarang.

Kabupaten Semarang terletak 
pada wilayah geografi yang indeks 
pembangunan manusianya relatif 
tinggi – tanpa perbedaan mencolok 
antara wilayah desa, ‘rurban’, dan 
kota. Yang membedakan Kabupaten 
Semarang adalah banyaknya 
perusahaan manufaktur padat karya

Di Kabupaten Semarang, migran yang berasal dari 

daerah wilayah perdesaan dan ‘rurban’ biasanya 

adalah perempuan, sedangkan yang berasal 

dari wilayah perkotaan biasanya adalah laki-

laki. Hal ini sebagian dipicu oleh sifat pekerjaan 

yang membuat seseorang pindah ke kabupaten, 

yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 

Meskipun demikian, mereka yang berasal dari 

daerah perkotaan tidak berbeda jauh tingkat 

pendidikannya dengan mereka yang berasal dari 

daerah perdesaan. Di dalam survei, lebih dari 80 

persen migran datang dari kota ke Kabupaten 

Semarang memiliki paling tidak ijazah SMK 

atau SMA, sementara untuk migran dari wilayah 

kabupaten angkanya hanya 60 persen. Beberapa 

migran baik yang berasal dari kota maupun 

kabupaten memiliki ijazah sarjana – hanya 1,2 

persen dari total responden. Selain itu, karena 
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tipisnya perbedaan tingkat pembangunan antara 

daerah asal mereka dan Kabupaten Semarang, 

latar belakang pendidikan pekerja migran dan 

non-migran juga hampir setara. Pekerja migran 

dan non-migran juga berasal dari latar belakang 

sosial ekonomi yang kurang lebih sama. Di antara 

para migran, 54,5 persen memiliki paling tidak 

satu orang tua yang bekerja di sektor pertanian, 

sama dengan non-migran yang angkanya 50,6 

persen. Persentase kepemilikan lahan juga 

hampir sama antara pekerja migran dan non-

migran.

BAGAIMANA SIFAT BURSA TENAGA KERJA DI 
KABUPATEN SEMARANG?

Seperti yang digambarkan di atas, bursa tenaga 

kerja di Kabupaten Semarang – khususnya 

di sepanjang jalur lintas provinsi – sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan 

industri besar. 

Dilihat dari jumlah lapangan kerja perusahaan-

perusahaan tersebut, 64,4 persen pekerja 

muda dalam survei bekerja di sektor industri 

(lihat Gambar 17), dan 57,1 persen bekerja di 

perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan 

lebih dari 500 orang karyawan (lihat Gambar 18).  

Dilihat dari besar perusahaan dan kegiatan usaha 

dalam ekonomi formal, para pekerja umumnya 

menerima upah minimum regional sebesar 

Gambar 17
Sektor Pekerjaan Responden
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Sumber: Data Primer
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Gambar 18
Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Tempat Bekerja Responden
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Sumber: Data Primer

Rp.1,745 juta (US$ 117) pada tahun 2017vi – 

nilai pendapatan ini lebih tinggi dari perolehan 

ekonomi informal, apalagi jika dibandingkan 

dengan sektor pertanian. Namun, dari penelitian 

kualitatif terungkap bahwa banyak perusahaan 

yang mencoba menekan upah buruh agar lebih 

rendah. Sebagai contoh, banyak perusahaan 

yang menerapkan model produksi berbasis 

target. Pekerja harus bisa memenuhi target 

tertentu dalam satu hari kerja, dan jika mereka 

gagal memenuhi target, mereka harus bekerja 

mencapai target tersebut tanpa tambahan 

upah. Selain itu, kecelakaan kerja juga sering 

terjadi. Di dalam survei ditemukan, 42% pekerja 

pabrik melaporkan bahwa mereka menghadapi 

masalah di lingkungan kerja, 40,6 persen 

mengalami tindak kekerasan dari rekan kerja 

vi  Upah minimum resmi naik menjadi 1,9 juta rupiah pada awal 2018. Namun, data survey kajian ini diambil pada tahun 2017.

atau atasan, 14,84 persen mengalami cedera 

fisik atau masalah kesehatan, dan hampir 44,5% 

mengalami keduanya (lihat Gambar 19). Hanya 

28,2 persen pekerja pabrik yang menggambarkan 

bahwa pekerjaan mereka “agak” atau “sangat” 

memuaskan. 

Meskipun praktik semacam ini telah mendapat 

sorotan internasional, seperti di tempat lain di 

Indonesia, Kabupaten Semarang menerapkan 

salah satu strategi daya saing daerah dengan  

prinsip intervensi minimal dari pemerintah dalam 

kegiatan bisnis untuk mengundang investasi 

luar negeri. Selain itu, Kabupaten Semarang 

mempromosikan bahwa buruh di kabupaten ini 

lebih “patuh” – dimana kejadian pemogokan atau 

protes buruh relatif rendah. Kebanyakan pemberi 
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kerja sektor industri padat karya beranggapan 

pekerja perempuan kurang berpotensi untuk 

melakukan demonstrasi buruh. Meskipun jumlah 

laki-laki pekerja pabrik cukup signifikan (45,6 

persen), analisis regresi menunjukkan bahwa 

perempuan 20 persen lebih berpeluangvii,viii 

bekerja di pabrik dibandingkan laki-laki.

Partisipasi perempuan bekerja di pabrik juga 

didukung oleh hubungan kekeluargaan. Data 

kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa 

keputusan bagi perempuan untuk bekerja di 

pabrik diambil dalam suatu keputusan keluarga 

– perempuan muda dari kelas menengah ke 

bawah di Jawa umumnya berperan mendukung 

penghasilan rumah tangga dengan bekerja di 

industri padat karya. Kelompok laki-laki lebih 

melihat migrasi sebagai sebuah kesempatan 

vii  Probabilitas dihitung berdasarkan prediksi dari model regresi dengan variable kontrol pendidikan, status migrasi, dan keikutsertaan dalam serikat buruh.

viii  Variabel dependen: Apakah responden bekerja di pabrik; Variabel Independen: jenis kelamin, status migrasi, pendidikan, dan keikutsertaan dalam serikat 
buruh.

untuk maju atau membangun karier, sedangkan 

bagi perempuan, aktivitas migrasi adalah untuk 

mencari uang dan menambah penghasilan 

rumah tangga. Hal ini menjelaskan mengapa 

migran perempuan lebih mungkin mengirimkan 

uang ke rumah daripada migran laki-laki – yaitu 

57,7 berbanding 44,7 persen. Meskipun demikian, 

baik migran laki-laki maupun perempuan sering 

pulang ke rumah – yaitu rata-rata 8 sampai 9 kali 

pulang per tahun – dan sekitar 6 dari 10 migran 

berencana untuk akhirnya kembali ke daerah asal. 

Meskipun banyak beban pada perempuan – 

migrasi, pekerjaan di pabrik, dan kewajiban 

mengirim uang untuk keluarga – ada beberapa 

institusi formal dan informal yang mendukung 

mereka menghadapi bursa tenaga kerja. Antara 

lain seperti ketersediaan tempat kost, yang 

Gambar 19
Kondisi Lingkungan Kerja dari Pekerja Pabrik yang Disurvei

63% 37%
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Rekan Kerja-14%
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Kabupaten
Semarang

Ada Masalah Dalam Lingkungan Kerja

Tidak Ada Masalah dalam Lingkungan Kerja

Sumber: Data Primer
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memberikan tempat tinggal bagi perempuan 

yang layak, aman, terjangkau, dan umumnya 

dekat dengan tempat kerja. Lebih dari 70 persen 

pekerja migran tinggal dalam jarak lima kilometer 

dari tempat kerja, dan 23,5 persen berjalan kaki 

ke tempat kerja. Dengan menjamurnya tempat 

kost, 63,6 persen pekerja migran perempuan 

berusia 15-19 tinggal bersama rekan kerja 

mereka, dimana hal ini memberikan semacam 

jaringan pendukung. Sistem perbankan formal 

juga dengan mudah diakses oleh perempuan; 

dalam sampel, jumlah migran perempuan yang 

memiliki rekening bank lebih besar daripada 

migran laki-laki (87,4 persen berbanding 57,5 

persen). Perempuan juga lebih mengikuti 

organisasi serikat buruh dibandingkan dengan 

laki-laki (37,8 persen berbanding 8,5 persen).  

Walaupun dukungan institusi ini terlihat berisfat 

long, namun hal ini cukup menjelaskan mengapa 

keluarga di pedesaan Jawa merasa cukup tenang 

melepas anak perempuan mereka bermigrasi 

untuk mencari kerja.

Ekonomi formal industri di Kabupaten Semarang 

berkaitan dengan tumbuhnya sektor ekonomi 

informal jasa layanan. Sekitar 17 persen dari 

pekerja migran yang disurvei bekerja di sektor 

perdagangan ritel, grosir, dan perhotelan. Usaha 

katering skala kecil untuk para pekerja juga 

berkembang di sekitar daerah pabrik. Kost, warung 

makan, penitipan motor, jasa laundry, dan toko 

handphone adalah hanya beberapa contoh usaha 

yang berkembang di kawasan sekitar pabrik 

inudtri. Usaha lain yang merupakan “limpahan” 

ekonomi dari sektor industri adalah usaha 

informal skala kecil yang menggunakan bahan 

sisa dari pabrik untuk memproduksi barang bagi 

pasar lokal. Sebagai contoh, adanya usaha lokal 

yang menggunakan sisa kain untuk membuat 

keset, handuk, dan bantal. Usaha ini memiliki tiga 

karyawan, dan menyuplai toko setempat untuk 

menjual produknya. Meskipun demikian, secara 

umum dalam profil ketenagakerjaan pengaruh 

usaha limpahan ini relatif kecil.

Ekonomi formal industri di Kabupaten 
Semarang berkaitan dengan 
tumbuhnya sektor ekonomi informal 
jasa layanan. Kost, warung makan, 
penitipan motor, jasa laundry, dan toko 
handphone adalah hanya beberapa 
contoh usaha yang berkembang di 
kawasan sekitar pabrik inudtri.

Pengusaha informal yang memiliki hubungan 

dengan pabrik sering kali adalah mantan 

karyawan di sana. Dari pengusaha yang 

diwawancarai dalam penelitian kualitatif, banyak 

di antara mereka yang sebelumnya mempunyai 

pengalaman kerja di pabrik. Mengingat sifat 

pekerjaan di pabrik yang melelahkan – dan kondisi 

kerja seperti yang digambarkan di atas – baik 

pekerja pabrik maupun pemilik usaha memahami 

bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan jangka 

panjang. Membuka usaha sendiri dipandang 

sebagian besar pekerja pabrik sebagai jalan 

keluar dari pekerjaan sebagai buruh. Di antara 

pekerja migran di pabrik, 62,8 persen berencana 

kembali ke kampung halaman, dan 84,2 persen 

dari mereka berencana untuk membuka usaha di 

kampung. 

Berhenti sebagai buruh pabrik biasa terjadi 

khususnya bagi pekerja perempuan, yang 
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meliputi 54,6 persen dari pekerja pabrik dalam 

sampel kajian. Meskipun bekerja di pabrik setelah 

menikah adalah hal yang umum – 51,2 persen 

perempuan pekerja pabrik dalam sampel  sudah 

menikah, dan 47,6 persen memiliki paling tidak 

satu anak – tambahan tanggung jawab pekerjaan 

setelah menikah membuat membuka usaha 

sendiri sebagai sebuah pilihan yang menarik. 

Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa 

fleksibilitas dalam kegiatan  usaha toko kecil atau 

usaha rumah tangga merupakan pertimbangan 

berharga bagi ibu-ibu pekerja. 

Pekerjaan pabrik di Kabupaten Semarang tidak 

spesifik hanya untuk pekerja migran saja. Analisis 

regresi menunjukkan bahwa status sebagai 

migran tidak signifikan dalam menjelaskan 

kemungkinan seseorang dengan usia muda pasti 

bekerja di sektor industri.ix Hal ini melengkapi 

gambaran yang lebih besar – sebagaimana telah 

dibahas di atas – bahwa latar belakang sosial 

ekonomi migran dan non-migran tidak berbeda 

secara substansial. Tampaknya, hal ini berdampak 

pada kondisi lapangan kerja di Kabupaten 

Semarang, seperti tidak ada perbedaan signifikan 

secara statistikx waktu yang dibutuhkan para 

migran untuk mencari kerja di kabupaten, atau 

kemungkinan mereka mengalami kecelakaan 

kerja. Namun ada perbedaan yang perlu 

digarisbawahi dari data kualitatif, yaitu pekerja 

lokal/non-migran bisa menggunakan jaringan 

mereka untuk mencari pekerjaan di luar pekerjaan 

pabrik dan mendapatkan pekerjaan lain lebih 

cepat daripada pekerja migran. Hubungan ini juga 

dapat digunakan untuk mencari pekerjaan pabrik 

ix  Mengacu pada catatan kaki 13 and 14 .

x  Variabel dependen: Waktu yang dibutuhk` untuk mencari kerja; Variabel independen: Gender, status migrasi, pendidikan, keikutsertaan dalam serikat buruh, 
& umur.

lain yang lebih baik – misalnya yang atasannya 

lebih baik. Perbedaan lain, pekerja migran 

biasanya tidak mau bekerja dengan upah rendah 

– kurang dari Rp500.000 (US$ 35) per bulan. Hal 

ini bukan menunjukkan tingginya kemampuan 

atau pendidikan di antara para migran, namun 

– mengingat tingkat pembangunan ekonomi 

yang sama antara Kabupaten Semarang dan 

daerah sekitarnya –lebih mengindikasikan 

bahwa seseorang tidak akan bermigrasi bila 

upahnya sama dengan di tempat asalnya. Hal ini 

didukung fakta bahwa tidak ada pekerja migran 

yang mengatakan bahwa mereka pindah karena 

kesulitan dalam bertani.

Pekerjaan pabrik di Kabupaten 
Semarang tidak spesifik hanya untuk 
pekerja migran saja. Analisis regresi 
menunjukkan bahwa status sebagai 
migran tidak signifikan dalam 
menjelaskan kemungkinan seseorang 
dengan usia muda pasti bekerja di 
sektor industri.

HUBUNGAN PEKERJA MIGRAN DENGAN KOTA

Perbedaan jenis kelamin dan asal pekerja 

merupakan faktor yang mempengaruhi 

kehidupan dan pekerjaan di Kabupaten 

Semarang. Meskipun pendapatan migran 

dan non-migran dalam pekerjaan relatif sama 

– mengingat latar belakang sosial ekonomi 

mereka – ada perbedaan mencolok kehidupan 

para migran dibandingkan penduduk 

lokal Kabupaten Semarang. Hal ini seperti, 
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ketergantungan pada transportasi umum lebih 

tinggi di kalangan pekerja migran, khususnya 

perempuan. Persentase migran perempuan yang 

menggunakan transportasi umum, meskipun 

cukup rendah (12,3 persen), jumlahnya dua kali 

lipat dibandingkan non-migran perempuan, 

dan empat kali lipat dibandingkan migran laki-

laki. Sebaliknya, infrastruktur kesehatan umum 

paling sedikit diakses migran perempuan. 

Hanya 11,3 persen dari migran perempuan 

yang menggunakan rumah sakit pemerintah 

atau Puskesmas untuk pelayanan kesehatan, 

dibandingkan dengan  32,4 persen pada non-

migran perempuan, 24,2 persen pada migran 

laki-laki, dan 52,3 persen pada non-migran laki-

laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih 

banyak ruang perbaikan yang diperlukan bagi 

para migran – khususnya perempuan – agar 

mendapatkan akses pelayanan umum dasar yang 

lebih baik.

Tempat tinggal sewa atau kos-kosan 
berpengaruh besar bagi kehidupan 
para migran, khususnya bagi migran 
perempuan di Kabupaten Semarang.

Tempat tinggal sewa atau kos-kosan berpengaruh 

besar bagi kehidupan para migran, khususnya 

bagi migran perempuan di Kabupaten Semarang. 

Lebih dari separuh migran perempuan tinggal 

di rumah sewa dengan dapur dan kamar mandi 

bersama – hal ini umum sebagai bagian gaya 

hidup kost. Sedangkan kondisi ini untuk migran 

laki-laki jumlahnya kurang dari sepertiganya. 

Komunitas yang terbentuk di tempat kost 

menjadi penting bagi pekerja perempuan muda 

yang menjalani kehidupan di lingkungan dan 

tempat kerja baru, terutama karena hanya 55,7 

persen dari mereka yang merasa aman keluar 

rumah di waktu malam – berbeda dengan migran 

laki-laki yang hampir semuanya merasa aman 

keluar malam. 

Temuan yang paling penting – didapat dari diskusi 

kelompok kualitatif – adalah bahwa para pekerja 

migran ke Kabupaten Semarang sama sekali tidak 

membayangkan sebelumnya bahwa daerah ini 

adalah sebuah kota. Cerita “klasik” urbanisasi desa 

ke kota, biasanya didefinisikan sebagai bukan saja 

usaha mencari pendapatan lebih tinggi tetapi 

juga bertualang mencari pengalaman sosial dan 

budaya baru – atau biasa disebut “merantau”. 

Sebaliknya, para pekerja migran ke Kabupaten 

Semarang melihat daerah ini hamper sama seperti 

kehidupan di kampung halaman mereka sendiri, 

namun dengan lebih banyak pabrik dan upah 

kerja yang lebih tinggi. Hal ini membuat motivasi 

untuk bermigrasi ke Kabupaten Semarang tidak 

sepelik seperti migran yang berasal dari daerah 

dengan kondisi yang jauh berbeda. Namun hal 

ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa para 

migran menjalani hidup yang monoton atau 

terpaku hanya pada pekerjaan di pabrik; data 

menurut survei menunjukkan seorang migran 

rata-rata menghabiskan sekitar 15 persen dari 

upah kerjanya (asumsi 15 persen dari upah 

minimum adalah Rp275.000 atau sekitar US$20) 

untuk hiburan dan aktivitas waktu luang yang 

menandakan bahwa kaum muda yang bermigrasi 

ke Semarang memiliki kehidupan sosial yang 

aktif. Meskipun demikian, mereka tidak melihat 

kehidupan di luar pekerjaan adalah sangat 

berbeda dibandingkan dengan di kampung 

halaman. 
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Meskipun sangat sedikit dari responden 

survei atau penelitian kualitatif yang memiliki 

rencana tertentu untuk pindah dari Kabupaten 

Semarang ke kota lain (kecuali pulang kampung), 

ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa 

mereka tidak berencana untuk pindah jika ada 

kesempatan atau peluang hidup yang lebih baik 

di tempat lain. Para migran tampaknya tidak 

siap untuk segera melepaskan ikatan dengan 

kampung halaman mereka; sebagai contoh, para 

migran ini baik laki-laki maupun perempuan lebih 

senang mencoblos dalam Pemilu di kampung 

halaman mereka dibanding di Kabupaten 

Semarang. Fakta ini menunjukkan bahwa migran 

memahami kehidupan dan kegiatan ekonomi 

mereka di kabupaten ini bersifat sementara.

Tantangan Kunci Lapangan Kerja Kabupaten Semarang

Di saat Kabupaten Semarang mengalami 

industrialisasi dan pola migrasi baru – yang 

menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah 

dengan kabupaten pedesaan di sekitarnya – 

daerah ini juga menghadapi sejumlah tantangan 

untuk menyediakan lapangan kerja yang 

memastikan kesejahteraan terdistribusi secara 

adil dan berkesinambungan. Pada bagian ini, 

disampaikan tantangan kunci lapangan kerja 

yang diikuti rekomendasi penanggulangannya.

PEKERJAAN TANPA MASA DEPAN DAN ASPIRASI 
MENJADI WIRAUSAHAWAN

Baik pekerja lokal yang lahir di Kabupaten 

Semarang maupun pekerja migran yang telah 

menjadikan kabupaten ini sebagai tempat tinggal 

mereka melihat pekerjaan di pabrik sebagai 

pekerjaan tanpa masa depan. Tidak terlalu 

sulit untuk memahami pandangan mereka ini. 

Meskipun pekerjaan sektor industri menawarkan 

standar upah minimum yang lebih baik, dan jalan 

masuk ke ekonomi formal – sebuah kesempatan 

yang sangat diharapkan oleh kaum muda dan 

keluarga mereka – namun pekerjaan ini tidak 

menawarkan suatu karier jangka panjang. Selain 

menerapkan model produksi berbasis target, 

bekerja di pabrik juga sering dimarahi oleh atasan, 

dan kemungkinan mengalami kecelakaan kerja 

sehingga orang muda pada akhirnya harus keluar 

dari pekerjaan mereka di pabrik. Penyebab lain 

adalah kebosanan, yang digambarkan banyak 

pekerja sebagai salah satu tantangan terbesar di 

dalam pekerjaan. Mereka juga merasa frustrasi 

karena pekerjaan mereka menawarkan sangat 

sedikit kesempatan untuk berkembang. Pekerja 

bidang perakitan sering kali harus menunggu 

sampai tujuh tahun untuk dapat dipromosikan 

menjadi supervisor, sesuai dengan informasi dari 

peserta diskusi kelompok terarah.  Pada akhirnya, 

menurut salah satu peserta diskusi, “Di pabrik 

tidak ada masa depan.” 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bentuk 

bisnis manufaktur padat karya seperti di 

Kabupaten Semarang memang dirancang untuk 

menyerap sumber daya pekerja muda yang secara 
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fisik mampu bekerja dalam waktu jam kerja yang 

panjang, hari kerja yang padat, dengan harapan 

bahwa mereka akan meninggalkan pekerjaan 

pabrik begitu mencapai usia pertengahan 30an. 

Pejabat pemerintah di kabupaten Semarang 

mengakui bahwa pekerjaan yang diciptakan 

melalui industrialisasi skala besar tidak dirancang 

untuk memberikan jenjang karier seumur hidup.  

Walaupun demikian, hanya ada sedikit 

bukti dari wawancara dengan pemangku 

kepentingan setempat bahwa kebijakan saat 

ini mulai mencoba memberikan jalur karier 

bagi orang muda yang akhirnya akan keluar 

dari pekerjaan pabrik. Infrastruktur pelatihan 

kejuruan umumnya dirancang untuk kaum muda 

lulusan SMA, bukan untuk pekerja yang sudah 

berpengalaman lima sampai sepuluh tahun yang 

“pensiun” dari pekerjaan pabrik. Banyak pekerja 

muda punya cita-cita untuk punya usaha sendiri, 

tetapi sebagian besar mengakui bahwa mereka 

tidak tahu persis seperti apa usaha yang dapat 

mereka jalankan, atau keahlian dan modal apa 

yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Di dalam 

diskusi kelompok terarah, para peserta setuju 

bahwa orang muda yang bekerja di perusahaan 

kecil yang informal lebih memiliki bekal untuk 

menjadi wirausahawan, karena memiliki sejumlah 

keahlian karena terlibat kegiatan operasional dan 

pengelolaan usaha sehari-hari. Berbeda dengan 

perusahaan garmen, yang merupakan sebuah 

bagian dari rantai kerja yang kompleks, orang 

muda yang bekerja di ekonomi informal lebih 

mungkin bekerja dalam usaha yang mungkin 

nanti akan dapat mereka jalankan sendiri – seperti 

bengkel sepeda motor atau rumah makan.

Kagiatan fasilitasi bagi pekerja muda yang 

berhenti dari pabrik untuk tetap dapat bekerja 

secara produktif adalah salah satu tantangan 

paling besar yang dihadapi Kabupaten Semarang 

– khususnya dengan semakin banyaknya 

“alumni” dari pekerjaan pabrik. Tantangan ini juga 

melibatkan kabupaten lain tempat asal pekerja 

pabrik migran – karena banyak pekerja yang 

kembali ke kampung halaman untuk menjalani 

sisa usia produktif mereka. Kewirausahaan 

mungkin bisa menjadi strategi kunci untuk 

membantu mantan pekerja pabrik menemukan 

pekerjaan produktif kembali, tetapi hal ini tidak 

dapat hanya menjadi satu-satunya strategi. 

Kerangka kebijakan harus bisa membantu 

orang muda mengatasi hambatan besar untuk 

membangun usaha. Hambatan ini sering kali 

lebih besar terjadi pada perempuan – yang 

sebagian besar adalah mantan pekerja pabrik. 

Sebagai contoh dari survei, perempuan yang 

berwirausaha lebih kecil kemungkinannya untuk 

mendapatkan modal awal dari sumber luar – 

seperti lembaga keuangan dan anggota keluarga 

– dibandingkan dengan pengusaha laki-laki. 

KERUGIAN DARI INDUSTRI YANG ”MUDAH 
BERPINDAH” (FOOTLOOSE INDUSTRY)

Pemerintah daerah di Kabupaten Semarang saat 

ini tengah membangun strategi ekonomi yang 

mendorong perkembangan industri manufaktur 

padat karya. Strategi ini telah menyumbang 

penciptaan lapangan kerja dalam skala besar, 

dan mengundang arus tenaga kerja muda dari 

seluruh Jawa Tengah. Namun, seperti halnya 

pekerjaan pabrik yang hanya memberikan karir 

jangka pendek bagi pekerja muda, ekonomi lokal 

yang dibangun berbasis sistem produksi dengan 
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keterampilan rendah juga tidak akan dapat 

berkesinambungan. Selain menghadapi masalah 

pergerakan ekonomi yang terbatas dalam 

bekerja selain di pabrik bagi tenaga kerja muda, 

pemerintah kabupaten juga semakin lama akan 

semakin sulit mempertahankan industri semacam 

ini. Secara internasional industri semacam ini 

dikenal dengan istilah “footloose industries” atau 

industri mudah berpindah, yang umumnya 

bersifat padat karya, memproduksi barang 

sederhana seperti garmen, dan tidak terikat pada 

lokasi dalam jangka panjang untuk mencari harga 

tanah dan upah buruh yang lebih rendah. Dalam 

riset kualitatif, pabrik besar umumnya mengeluh 

karena kurangnya pasokan tenaga kerja. 

Walaupun belum sampai terjadi demonstrasi 

buruh – yang menjadi sebab mengapa pabrik-

pabrik pindah dari wilayah sekitar Jakarta – saat 

ini telah terjadi praktik pembajakan tenaga kerja: 

ada perusahaan yang  mengundang sekelompok 

pekerja dari satu pabrik untuk pindah ke pabrik 

lain dengan upah dan kondisi kerja yang lebih 

baik. Salah satu perusahaan yang diwawancarai 

mengaku dapat kehilangan 100 pekerja dalam 

satu tahun.

Kenyataan bahwa pekerja pabrik sekarang 

lebih mampu untuk mencari upah dan kondisi 

kerja yang lebih baik mengindikasikan adanya 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini; pemilik 

pekerjaan sekarang dipaksa untuk menawarkan 

upah dan lingkungan pekerjaan yang lebih baik. 

Namun, pengalaman internasional menunjukkan 

bahwa kondisi seperti ini pada akhirnya dapat 

membuat perusahaan pindah dari Kabupaten 

Semarang. Tantangan jangka panjangnya adalah 

mendukung pertumbuhan keragaman jenis 

ekonomi, yang menawarkan pekerjaan lebih baik 

dan berbasis dari potensi setempat. Meskipun 

pemerintah daerah sudah mengidentifikasi 

pariwisata sebagai sebuah sektor prioritas, 

sektor ini masih kurang mendapatkan dukungan 

komprehensif dibandingkan dengan sektor 

industri.  

Opsi pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

menghadapi tantangan dijelaskan di bawah ini.

URBANISASI TAK TERENCANA

Kabupaten Semarang sampai dengan saat ini 

masih belum mengembangkan pendekatan 

komprehensif yang diperlukan untuk mengelola 

perkembangan kota, termasuk struktur 

pemerintahan kabupaten yang lebih berorientasi 

pada pelayahan wilayah daripada kota. Struktur 

wilayah kabupaten ini pada dasarnya berbentuk 

koridor pemukiman yang padat dan bersifat kota 

di sepanjang jalan raya regional lintas provinsi, 

dimana kepadatan penduduk semakin berkurang 

bila menjauh dari jalan utama. Meskipun masih 

banyak penduduk di kabupaten ini yang bertani, 

perkembangan industri telah berpengaruh pada 

lapangan kerja dan pola penglaju di seluruh 

wilayah kabupaten. Laju perubahan ini memaksa 

perlunya upaya yang lebih besar dalam menata 

kawasan perkotaan; terlepas aturan administrasi 

sebagai kota atau bukan, kabupaten Semarang 

telah menjadi kumpulan dari kota-kota kecil yang 

menghadapi tantangan pengelolaan perkotaan.

Penguatan sistem perencanaan kota menjadi 

penting untuk memastikan Kabupaten Semarang 

dapat mengurangi bertambahnya risiko terhadap 

penurunan kualitas hidup akibat laju urbanisasi 
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– antara lain meliputi tantangan penyediaan 

perumahan yang terjangkau, pelayanan 

air bersih dan sanitasi, dan pengurangan 

kerusakan lingkungan. Penataan kota menjadi 

penting untuk memastikan keberlangsungan 

pertumbuhan ekonomi. Jika kabupaten 

Semarang mulai mengalami kegagalan 

pengelolaan perkotaan seperti yang umumnya 

terjadi di kota-kota metropolitan di Indonesia 

– seperti terjadi kemacetan, polusi, buruknya 

transportasi umum – hal ini akan menjadi 

hambatan untuk mempertahankan lapangan 

kerja dan mendukung pengembangan usaha 

yang berkesinambungan. Jalan raya nasional 

yang melintasi Kabupaten Semarang menjadi 

anugerah bagi perkembangan tetapi kawasan 

yang di sekitar jalur infrastruktur ini dengan cepat 

menjadi jenuh; sebuah pengelolaan kawasan 

perkotaan yang lebih terpadu perlu membuka 

ruang dan kesempatan baru bagi pertumbuhan 

usaha. 

Rekomendasi Kebijakan

1. PENGEMBANGAN PERENCANAAN JANGKA 
PANJANG UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI 
MANUFAKTUR DAN MENCIPTAKAN EKONOMI 
LOKAL YANG BERAGAM DAN TANGGUH

Melihat sifat industri manufaktur yang “mudah 

pindah” di Kabupaten Semarang, hanya masalah 

waktu saja sebelum harga tanah dan upah 

buruh yang terus meningkat akan membuat 

mereka pindah ke tempat lain. Meskipun 

pemerintah daerah harus mencoba mengelola 

perubahan ini dengan hati-hati, namun tidak 

mencoba menghentikannya. Situasi pekerjaan 

pabrik di kabupaten Semarang saat ini adalah 

kondisi yang tepat untuk menggambarkan 

adanya pekerjaan tanpa masa depan. 

Strategi jangka panjang yang efektif perlu 

didukung dari berbagai aspek. 

•	 Pertama, kabupaten harus mulai menarik 

dan mempertahankan industri yang 

menawarkan pekerjaan yang berkualitas 

tinggi – yang mendasarkan keunggulan 

kompetitifnya pada tenaga kerja ahli 

dan produktif, daripada strategi saat ini 

yang mempromosikan pekerja yang lebih 

“patuh” dibandingkan dengan daerah lain 

di Indonesia. Artinya pemerintah harus 

mempromosikan inisiatif pengembangan 

pada keahlian yang bernilai tambah tinggi – 

seperti industri otomotif dan elektronik.

•	 Kedua, pemerintah harus membangun 

hubungan dan jaringan usaha antara 

perusahaan manufaktur besar di 

kabupaten ini dengan sektor usaha 

setempat. Hubungan ini akan dapat 

membantu menguatkan posisi investasi 

dari luar dengan keterkaitan pada usaha 

setempat. Bukan hanya mendapatkan 

limpahan alih teknologi, pengusaha setempat 
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bisa menjadi lebih produktif setelah bekerja 

sama dengan perusahaan besar; hal ini 

juga dapat menciptakan insentif lebih agar 

perusahaan besar tidak pindah. Limpahan 

seperti ini juga bisa mendorong perluasan 

wilayah pengembangan usaha di kabupaten 

melebar dari koridor industri yang hanya di 

sepanjang jalan utama. 

•	 Ketiga, pemerintah daerah harus lebih tegas 

dalam melakukan diversifikasi ekonomi 

di luar industri manufaktur. Ada banyak 

potensi pengembangan usaha yang tersedia, 

beberapa di antaranya telah diidentifikasi 

oleh pemerintah daerah. Misalnya, kawasan 

pegunungan di Kabupaten Semarang – 

seperti Bandungan – adalah lokasi yang tepat 

untuk pengembangan pariwisata alam dan 

rekreasi bagi seluruh kawasan metropolitan. 

Sektor pertanian juga bisa ditingkatkan 

dengan berfokus pada produk bernilai 

tambah lebih seperti produk pertanian 

organik, hortikultura, dan semacamnya. Pasar 

bunga di Bandungan sudah cukup baik, tetapi 

perlu lebih mendapat dukungan pemerintah 

untuk lebih berkembang.  

2. MENGEMBANGKAN JALUR KARIER BAGI 
MANTAN PEKERJA PABRIK

Baik pekerja pabrik maupun pengusaha 

memahami bahwa para pekerja tidak bisa 

dihindari harus keluar dari pekerjaan pabrik 

pada usia yang masih cukup muda – biasanya 

sekitar pertengahan 30an, beberapa puluh 

tahun sebelum batas usia tidak produktif. 

Namun sejauh ini belum baik upaya yang 

dilakukan untuk memfasilitasi jalur karier jangka 

panjang bagi para pekerja. Banyak di antara 

mereka yang tertarik berwirausaha, tetapi 

sering kali terkendala karena tidak memiliki 

rencana usaha yang jelas, atau keahlian yang 

mendukung. Sebagian pekerja lagi mungkin 

ingin tetap bekerja di sektor ekonomi formal 

dengan kondisi pekerjaan dan upah yang lebih 

baik.

Kerangka kebijakan yang efektif untuk 

mendukung para pekerja ini setelah berhenti 

dari pabrik meliputi dua hal sebagai berikut:

•	 Kebijakan pertama yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah daerah adalah memberikan 

dukungan bagi para pekerja pabrik 

yang ingin membuka usaha sendiri. 

Salah satu langkah yang diperlukan adalah 

menyediakan program tabungan bagi 

pekerja pabrik berupa infrastruktur finansial 

untuk mempersiapkan modal awal yang 

dapat digunakan untuk memulai usaha 

di masa depan. Program ini dapat bekerja 

sama dengan bank pemerintah atau swasta, 

dan dapat disinergikan dengan program 

pinjaman modal awal berbiaya rendah.  

 

Pemerintah Kabupaten Semarang perlu 

mengembangkan program pelatihan 

kewirausahaan yang menargetkan pesertanya 

khusus bagi pekerja pabrik yang keluar 

dari pekerjaan. Kurikulum yang diberikan 

pada kelompok target ini dapat dirancang 

untuk mengembangkan kemampuan yang 

sudah mereka miliki dari pekerjaan pabrik, 

serta mengisi kekurangan kemampuan 

yang tidak didapat selama bekerja di 
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pabrik. Misalnya, seorang mantan pekerja 

pabrik garmen mungkin memiliki keahlian 

teknis mengoperasikan mesin, tetapi perlu 

bantuan mengembangkan kemampuan 

dalam mengelola aspek keuangan usaha. 

 

Dan yang ketiga, para pengusaha pemula ini 

memerlukan dukungan infrastruktur yang 

lebih luas agar dapat berhasil. Infrastruktur 

ini bisa berupa program terkait dengan 

penyediaan pekerja, yang menghubungkan 

lembaga pelatihan atau SMK setempat 

dengan perusahaan rintisan awal yang 

mencari pekerja. Program ini juga bisa 

dibuat dalam bentuk penguatan layanan 

pengembangan usaha sehingga perusahaan 

tidak hanya terbentuk tetapi juga bisa 

berkembang. 	

•	 Kedua, program pelatihan lanjutan 

bagi mereka yang ingin memasuki 

lapangan kerja formal lainnya. Meskipun 

dukungan terhadap mantan pekerja 

pabrik untuk menjadi pengusaha tetap 

penting, pemerintah setempat tidak boleh 

berasumsi bahwa seluruh pekerja pabrik 

yang keluar dari pekerjaan mereka di usia 

20an sampai 30an semuanya mau menjadi 

pengusaha. Perlu juga diingat, menciptakan 

ribuan usaha mikro, yang masing-masing 

dijalankan oleh satu orang, bukanlah strategi 

yang efektif untuk menciptakan lapangan 

kerja. Fokus strategi pengembangan 

kewirausahaan mana pun sebaiknya adalah 

mendukung usaha kecil dan menengah 

yang punya potensi untuk berkembang 

dan sukses dalam ekonomi formal.  

 

Mantan pekerja pabrik garmen dapat 

menjadi kandidat ideal untuk dilatih kembali 

dalam program yang membekali mereka 

dengan keahlian bernilai lebih dalam sektor 

manufaktur. Pekerja ini sudah memiliki 

banyak soft skill yang dibutuhkan untuk 

bekerja di ekonomi industri formal. Dengan 

menawarkan program pelatihan lanjutan bagi 

mereka yang masih ingin bekerja di sektor 

industri, tetapi dengan upah dan kondisi kerja 

yang lebih baik, pemerintah bisa membantu 

menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan 

untuk menarik industri bernilai tambah lebih 

tinggi, seperti yang disampaikan sebelum ini.

3. MENDORONG PERAN KOMUNITAS LOKAL 
DALAM MERENCANAKAN PERKEMBANGAN 
DESA-KOTA 

Urbanisasi di Kabupaten Semarang sekarang 

bergerak cepat merambah ke kawasan 

perdesaan. Meskipun selama 20 tahun terakhir 

perkembangan perkotaan di kabupaten lebih 

terpusat pada koridor jalan raya regional, namun 

kawasan ini sudah menjadi kota seluruhnya 

dan tidak ada lagi ruang untuk pengembangan. 

Artinya, ke depan tekanan urbanisasi akan 

mulai berdampak lebih besar pada masyarakat 

kawasan perdesaan di kabupaten. Banyak 

tempat di pedesaan yang sudah mengalami 

perubahan ini dengan memberikan dampak 

perubahan yang buruk, seperti kemacetan, 

kerusakan lingkungan, dan turunnya kualitas 

hidup.

Kabupaten Semarang memiliki kesempatan 

untuk memperbaiki perencanaan 
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pembangunan untuk mengantisipasi 

perkembangan kawasan perkotaan di 

kabupaten, di tengah tekanan permintaan 

perluasan kawasan perkotaan. Berapa hal yang 

perlu dilakukan untuk perbaikan meliputi: 

•	 Pertama, pemerintahan desa perlu dibekali 

agar dapat berperan dan berkontribusi 

lebih baik pada upaya pengembangan 

wilayah. Artinya, kepekaan pimpinan 

masyarakat terhadap kesempatan dan 

tantangan karena adanya urbanisasi perlu 

ditumbuhkan, serta perangkat desa perlu 

dibekali kemampuan untuk mengukur 

perubahan dan merumuskan kebutuhan 

masyarakat secara tepat. Pimpinan desa 

juga perlu diberi dukungan teknis dalam 

menggunakan dana dari pemerintah pusat 

(Dana Desa) untuk kegiatan dan program 

yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

pertumbuhan kota (misalnya, membangun 

sanitasi dan sarana jalan).

•	 Kedua, pemerintahan kabupaten harus 

lebih proaktif, dan tidak saja reaktif dalam 

mengelola pertumbuhan kota. Antara 

lain, perbaikan sarana perkotaan seperti 

transportasi umum, infrastruktur air dan 

sanitasi, penerangan jalan dan trotoar perlu 

dilakukan secara dini, sebelum kondisinya 

menjadi parah. Pemerintahan kabupaten 

perlu bekerja sama dengan perangkat desa 

dalam memanfaatkan Dana Desa untuk 

mendukung inisiatif pembangunan lokal 

secara terkoordinasi.

•	 Ketiga, perencanaan dan tata ruang harus 

mendorong ekonomi yang  beragam dan 

tangguh. Pemerintah kabupaten harus 

menghindari pembangunan zona industri 

besar yang memecah pembangunan kota, 

dan hanya dapat diakses oleh perusahaan 

bermodal besar. Daerah hendaknya lebih 

memprioritaskan  pembangunan ruang bagi 

perusahaan lokal yang membutuhkan lahan 

yang lebih kecil dan dapat diintegrasikan 

secara efektif untuk membangun jaringan 

perkotaan yang dinamis.

Rekomendasi kebijakan ini saling terkait satu sama 

lain. Mendukung ekonomi yang lebih beragam 

dan tangguh adalah kunci dalam menyediakan 

karier bagi pekerja setelah tidak bekerja lagi di 

pabrik. Pengelolaan perubahan kota melalui 

perencanaan yang efektif, terintegrasi, dan 

berbasis komunitas akan menghidupkan 

sektor swasta lokal dan menciptakan lapangan 

kerja yang dapat lebih bertahan dalam jangka 

panjang. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan 

pembangunan terkait pengembangan lapang 

kerja tidak dapat dijalankan terpisah; koordinasi 

yang efektif sifatnya wajib. Sebagai perhatian, 

kebijakan ini hendaknya diimplementasikan 

dengan melihat kebutuhan perempuan, 

pekerja muda, dan migran. Kelompok inilah 

yang menjadi tulang punggung ekonomi 

Kabupaten Semarang saat ini, dan akan tetap 

menjadi kunci bagi masa depan.
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JustJobs Network adalah organisasi swasta 
dan non partisan yang meneliti solusi-solusi 
berdasarkan bukti atas tantangan-tantangan 
paling menekan saat ini; yaitu bagaimana 
menciptakan pekerjaan lebih banyak dan lebih 
baik. Kami menghasilkan penelitian-penelitian 
empirik, dan memfokuskan kegiatan kami 
dalam celah pengetahuan kritis pada 
lansekap lapangan pekerjaan global JustJobs 
bekerja erat dengan berbagai pihak di dunia, 
termasuk para penyusun kebijakan, kalangan 
akademik, dan pimpinanpimpinan akar 
rumput untuk mendalami implikasi praktis 
penelitian kami dan memperkuat dampak 
penelitian. Melalui kombinasi penelitian 
terdepan dan berbagi pengetahuan, kami 
menyasar terjadinya dialog yang segar dan 
dinamik berkaitan dengan penyediaan 
lapangan kerja pada aras nasional, regional 
dan internasional. Tim kami berkedudukan 
di New Delhi dan Washington DC. 

www.justjobsnetwork.org

Centre for Policy Research (CPR) atau Pusat 
Penelitian Kebijakan adalah salah satu think 
tank kebijakan publik terkemuka di India 
sejak tahun 1973. Pusat penelitian ini adalah 
sebuah lembaga nirlaba dan independen yang 
didedikasikan untuk melakukan penelitian 
yang berkontribusi pada wacana publik yang 
lebih kukuh tentang struktur dan proses yang 
membentuk kehidupan di India. Komunitas 
CPR terdiri dari para akademisi dan praktisi 
terkemuka yang mewakili pandangan dari 
berbagai disiplin ilmu dan lintas spektrum politik. 
Lembaga ini adalah salah satu dari 27 lembaga 
penelitian ilmu sosial yang diakui oleh Indian 
Council of Social Science Research (ICSSR) atau 
Dewan Penelitian Ilmu Sosial India. CPR bekerja 
pada lima bidang fokus: kebijakan ekonomi; 
lingkungan, hukum dan pemerintahan; 
hubungan internasional dan keamanan; hukum, 
perundangan dan negara; dan urbanisasi. 

www.cprindia.org

Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partispatif, Universitas Diponegoro 
(P5 UNDIP) adalah unit riset dan pengabdian terkait perencanaan partisipatif 
berafiliasi dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro sejak tahun 2004. Unit ini bertujuan untuk menguatkan 
dan mempromosikan penerapan praktis, dan pengembangan pengetahuan 
perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Kegiatan yang telah dilakukan 
P5 UNDIP terkait dengan dukungan terhadap pembangunan bagi pemerintah 
provinsi, kota, dan kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia, serta kerjasama 
dengan Lembaga riset dan NGO nasional dan internasional. 

Laporan dirancang oleh

Whitespace35

www.whitespace35.com 
venkatesh@whitespace35.com 
+91 97414 51309
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